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Abstrak
 

Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder

sebagai sumber data. Pokok permasalahan adalah bagaimana negara Amerika Serikat memberikan

pengaturan mengenai monopoli dan monopolisasi, bagaimana berbagai instrumen hukum dari negara

Amerika Serikat dapat diterapkan guna menganalisis dugaan penyalahgunaan posisi monopoli yang

dilakukan Google dalam gugatan yang berjudul “United States of America v. Google LLC (Google)”, serta

bagaimana instrumen usaha Indonesia menindaklanjuti tindakan yang dilakukan oleh Google seandainya

kasus serupa terjadi dalam ranah persaingan usaha Indonesia. Hasil penelitian mendatangkan kesimpulan

bahwa monopoli dalam hukum Amerika Serikat bukanlah suatu hal yang dilarang. Pelanggaran hukum

persaingan usaha Amerika Serikat terjadi ketika pelaku usaha melakukan praktek monopoli, suatu bentuk

penyalahgunaan posisi monopoli yang dimiliki pelaku usaha dengan terpenuhinya dua syarat yang

terkandung dalam yurisprudensi. Kesimpulan lainnya yang dapat ditarik dari hasil penelitian adalah dalam

hal penggunaan hukum Amerika Serikat dan Indonesia dalam menganalisis tindakan Google, ditemukan

bahwa Google telah terbukti melakukan monopolisasi (praktek monopoli). Titik perbedaan dari penggunaan

hukum kedua negara ini adalah bahwa instrumen hukum Amerika Serikat menilai Google melakukan

monopolisasi hanya dalam pasar mesin pencarian, sedangkan instrumen hukum Indonesia menilai Google

melakukan praktek monopoli dalam pasar mesin pencarian dan iklan pencarian. Adapun dalam

penganalisisan dugaan monopolisasi, instrumen hukum Amerika Serikat perlu untuk segera menyepakati

mengenai definisi dan kriteria exclusionary conduct. Sedangkan untuk negara Indonesia, dianggap perlu

untuk KPPU memberikan edukasi mengenai monopoli dan praktek monopoli, untuk menambah wawasan

masyarakat Indonesia serta mengurangi anggapan bahwa monopoli adalah suatu hal yang secara inheren

dilarang oleh hukum Indonesia.

......Research metodology used in this thesis is literary research with secondary data as the main source of

data. The core problems of this thesis revolve around how United States of America regulates monopoly and

monopolization, also the implementation of both United States’ and Indonesia’s anti-trust law in analyzing

Google’s suspected monopolization as stated in “United States of America v. Google LLC (Google)” legal

complaint. Research concludes that United States’ law condemns not monopoly but monopolization, a

conduct in which a firm abuse its monopoly position and have met the two requirements as stated in

jurisprudence. Research also concludes that both the implementation of United States’ and Indonesia’s anti-

trust law in analyzing Google’s conduct have deemed Google for violating the law. The main difference

between the implementation of the law from both countries lies upon the proven monopolization in relevant

market. According to United States’ anti-trust law, Google conducted monopolization in only the market of
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search engine whilst according to Indonesia’s anti-trust law, Google has conducted monopolization in the

market of both search engine and search advertising. In analyzing the allegation of monopolization, both

countries have not yet fully created legal certainty. It is recommended for United States’ anti-trust law to

define exclusionary conduct, and for Indonesia’s authority (KPPU) to educate the citizens of Indonesia

about monopoly and monopolization, in order to expand the knowledge of Indonesians and removing the

perception that monopoly is inherently prohibited by Indonesia law.


